Informasi Dikecualikan

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Biodata elektronik PNS Kepaa Melindungi hak dasar manusia (HAM)

1. (database) Pdlaksana Kepegawaian 2021 Informasi mengenai bio dataPNS berdasarkan Konstitusi
Dokumen/Berkas/Arsip Kepala : . . Melindungi hak dasar manusia (HAM)
2. PNS Pdlaksana Kepegawaian 2021 Informasi mengenai bio dataPNS berdasarkan Konstitusi
Identitas PNS yang Kepaa Informasi tentang identitas PNS Melindungi hak dasar manusia (HAM)

3. melanggar disiplin dan Kepegawaian 2021 yang melanggar disiplin dan

dijatuhihukuman disiplin | T aksana dijatuhihukuman disiplin berdasarkan konstitus
4 ln?gwng;?jkzl:\l?z?r?n ’ Kepala Kepegawaian =~ 2021 'rgg;ﬁég?gf'ﬁas TS yeng Melindungi hak dasar manusia (HAM)
' . . Pelaksana . . berdasarkan konstitusi
perceraian/perkawinan perceraian/perkawinan
. Kepaa . Informasi tentang data rekam Melindungi hak dasarmanusia (HAM)
5. | Datarekam medis PNS Pelaksana Kepegawaian 2021 medis PNS berdasarkan konstitusi
D Kepaa . Informasi tentang daftar nilai DP-3 | Melindungi hak dasarmanusia (HAM)
6. | Daftar nilat DP-3 PNS Pdlaksana Kepegawaian 2021 PNS berdasarkan konstitusi
Data usulan pengangkatan Kepala Informasi tentang data usulan Sehagai dasar penetapan kebijakan dalam

7. | PNS dalam jabatan Pdlaksana Kepegawaian 2021 pengangkatan PNS dalam jabatan

struktural struktural pembinaan PNS



10.

11.

Arsip dinamis yang
menurut sifatnyarahasia
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Informasi arsip dinamis yang
menurut sifatnyarahasia

Bersifat Rahasia

Informasi tentang dokumen

Informasi tentang dokumen

Untuk menjamin rekaman kegiatan dan
peristiwva

Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk menjamin persaingan usaha yang
sehat.

LHP jikadikuasai oleh orang/pihak yang
tidak terkait berpotens terjadi penyalah
gunaan



